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ABSTRAK1 
Selama 3 tahun terakhir pelaku tindak pidana khusus narkoba terus mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Tercatat oleh Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan mulai tahun 2017 sampai tahun 2020, narapidana tindak pidana 
narkoba terus mengalami peningkatan saat ini terhitung kurang lebih sebanyak 130 
.000 orang (Sistem Database Direktorat Jenderal Pemasyarakatan). Tidak dapat 
dipungkiri bahwa hal tersebut berdampak pula pada peningkatan permintaan dan 
penawaran terhadap narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal 
tersebut diperkuat pula dengan maraknya pemberitaaan mengenai kasus percobaan 
penyelundupan narkoba di Lapas oleh pengunjung. Oleh karena itu, Kesatuan 
Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) sebagai bidang yang paling 
berwenang dan bertanggung jawab terhadap keamanan di dalam Lapas, harus 
berperan aktif dan memanagemen pengamanan sebagai upaya pencegahan 
terjadinya penyelundupan narkoba. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
metode penelitian kualitatif, dengan  bahan data primer yang diperoleh melalui hasil 
wawancara dengan informan, dan diperkuat pula dengan bahan data sekunder yang 
diperoleh dari artikel dan buku (studi literatur). 
Kata Kunci: Peran, Penyelundupan  Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan 
PENDAHULUAN 
Tidak dapat dipungkiri bahwa peredaran narkoba masih belum dapat 
diatasi baik yang terjadi di luar Lapas maupun di dalam Lapas. Kecendrungan 
terus meningkatnya tindak pidana khusus narkoba berbanding lurus pula dengan 
semakin meningkatnya narapidana kasus narkoba di dalam Lapas. Hal tersebut 
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tentunya berdampak pula pada peningkatan  supply and demand (permintaan 
dan penawaran) terhadap narkoba di dalam Lapas baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Peningkatan tersebut harus diiringi dengan suatu upaya penanganan 
yang terpadu oleh petugas pemasyarakatan di Lapas, baik melalui pemeriksaan 
barang, tamu kunjungan, dan perlunya pendidikan dan pelatihan narkoba bagi 
petugas. 
Semakin maraknya pemberitaan mengenai kasus-kasus peredaran narkoba 
yang terjadi di Lapas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang upaya 
pencegahan peredaran narkoba di Lapas. Dalam bab ini penulis akan mencoba 
untuk menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 
penelitian, literature review singkat dan penelitian terkait. 
Kejahatan narkoba secara terorganisir transnasional merupakan ancaman 
terhadap negara dan masyarakat yang dapa tamengikis human security dan 
kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu 
bentuk permasalahan kejahatan terorganisir adalah peredaran gelap narkoba. 
Peredaran obat terlarang narkotika dan psikotropika secara illegal di 
Indonesia sejak beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Indonesia dengan 
jumlah penduduk lebih dari 200.000 jiwa dengan proporsi penduduk usia muda 
lebih besar (sekitar 40 persen) dengan tingkat kemakmuran atau perekonomian 
yang rendah. Hal ini merupakan potensi yang besar untuk peradaran gelap 
narkoba dan mendorong bibit-bibit peredar yang ingin cepat kaya  namun sedikit 
bekerja. Derasnya informasi dari negara industri maju dan era globalisasi 
menggeser nilai nilai selera dan gaya hidup yang lebih berorientasi pada 
kemakmuran (egoisme), individualistis , komsumtif dan hedonisme. Hal ini dapat 
menimbulkan peniruan gaya hidup modern yang penuh dengan tawaran , pilihan 
, peluang , tantangan dan persaingan sehingga mengakibatkan frustarasi dan 
ketegangan jiwa yang untuk mengatasinya orang cenderung menyalahgunakan 
narkoba dan psikotropika , menurut Graham Blaine dalam Hari Sasangka (2003 :  
15) sebab-sebab penyalahgunaan narkoba adalah: 
1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang 
berbahaya dan mempunyai resiko, misalnya ngebut , berkelahi atau bergaul 
dengan wanita 
2. Untuk menentang otoritas terhadap orang tua , guru , hukum ,atau instansi 
berwenang 
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual 
4. Untukomelepaskanadiri dariorasa kesepianadan 
inginbmemperolehopengalaman-pengalamanoemosional 
5. Untuk dapat menentukan arti kehidupan 
6. Untuk mengisi kekosongan dan kebosanan didalam menjalani kehidupan 
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7. Untuk menghilangkan rasa ketakutan dan rasa frustrasi akibat dari problem-
problem yang tidak dapat diatasi dan jalan fikiran yang buntu terutama bagi 
mereka yang memiliki kpribadian yang tak harmonis 
8. Untuk mengikuti kawan dan memupuk nilai soladaritas dengan kawan-
kawan 
9. Didorong rasa ingin tahu dan mencoba 
Sejak tahun 1998 terdapat indikasi bahwa Indonesia tidak lagi sebagai 
negara transit tetapi sudah menjadi negara tujuan bahkan untuk psikotropika 
Indonesia bisa disebut sumber . Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bandar-
bandar , pengedar ataupun narapidana dengan kewarganegaraan asing yang 
tertangkap dengan barang bukti narkoba dalam jumlah besar.  Salah satunya 
dapat dibuktikan dengan penggerebakan yang dilakukan oleh satuan tugas 
(satgas) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kepolisian republic 
idonesia terhadap lokasi yang diduga pabrik shabu-shabu dalam skala besar di 
daerah daar moogot dijalan Gilimanuk Blok V/3 RT 02 RW 17, kalideres , Jakarta 
barat (Jurnal BNN edisi 02 2009 menuju Indonesia yang bebas narkoba, 2015). 
Polisi menangkap empat tersangka serta 15 kilogram Shabu-shabu serta 3 derijen 
yang masing-masing memiliki kapasitas 5 liter shabu cair. Pabrik ini merupakan 
jaringan dari pabrik yang berkedok warnet yang beromzet 6 miliar per-hari di 
daerah Ruko Taman Palem Blok A3/18 , Cengkareng , Jakarta Barat yang 
digrebek 29 January 2009. 
Berdasarkan penelitian oleh BNN, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 
Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan ‘’hasil penelitian kita 
bahwa penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja beberapa tahun lalu, 
milenial atau generasi muda hanya sebesar 20 persen dan sekarang meningkat 24-
28 persen, itu adalah kebanyakan pengguna anak-anak dan remaja,’’ kata Heru di 
The Opus Grand Ballroom At The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu(26/6/2019).   
World Drugs Reports 2018 yang diterbitkan United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 
5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba. 
Sementaraodi Indonesia, BNN selaku focal point di 
BidangoPencegahanodanaPemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 
GelapdNarkoba (P4GN) mengantongioangka penyalahgunaan narkoba di tahun 
2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentan usia 10-59 tahun. Sedangkangangka 
penyalahgunaan narkoba diokalangan pelajar diotahun 2018 (dari 13 ibukota 
provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satuokelompok 
masyarakat yang rawan terpaparopenyalahgunaan narkoba adalah merekaoyang 
berada pada rentan usia 15-35 tahun atau generasi milenial.   
Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan peredaran narkoba dari 
tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 
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Komisaris Jenderal Polisi Heru Winarko menyebutkan ‘’jadi narkoba ini bukan 
hanya di Indonesia ya, di seluruh dunia hamper sama. Tapi di Indonesia kita 
meningkat 0,03 persen. Lebih kurang jumlahnya 3.600.000 yang menggunakan 
(narkoba) di Indonesia ini,’’ kata Heru di Kantor Kemnko Polhukam, di jalan 
Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).   
Fenomena ini lebih di guguhkan oleh Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman 
Nitibaskara lewat tulisan nya dalam buku ketika kejahatan berdaulat :sebuah 
pendekatan kriminologi , Hukum dan sosiologi menurut beliau aparat penegak 
hukum di seluruh dunia akan sulit memberantas peredaran narkoba karena 
peredaran narkoba “diotaki” oleh kejahatan yang terorganisir (organizer crime) 
yang melibatkan organisasi kejahatan yang telah mendunia. 
Meningkatnya kasus narkoba ini tentu saja memerlukan perhatian khusus 
pemerintah, salah satu upaya pemerintah didalam menanggulangi narkoba 
adalah dengan dibentuknya undang-undang no 22 tahun 1997 tentang narkotika 
dan undang undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika yang telah di ubah 
menjadi undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika. Diperkuat pula 
dengan dasar hukum lain yang terkait seperti berikut. 
BerdasarkanoPasal 70 huruf c UUuNarkotikaomenyatakanobahwa: 
“BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika”.  
Oleh karena itu, di samping peran dari Lapas dan Rutan sendiri, baik BNN 
maupun Polri juga mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Lapas dan Rutan. 
Upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di dalam 
Lapas dan Rutan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik 
Indonesia Nomor : M.HH09.HM.03.02 Tahun 2011 Nomor : 12/PER-
BNN/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (MoU Kemenkumham dengan 
BNN). Dalam konsideran menimbang huruf a peraturan tersebut dinyatakan 
bahwa:  
“Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara masih terjadi dengan berbagai 
modus operandi, sehingga memerlukan tindakan secara terpadu melalui 
kerjasama antara penegak hukum untuk mencegah dan memberantas 
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara”. 
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Di sampingoitu, terdapat Nota Kesepahamanoantara“Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 
M.HH-02.HM.05.02 Tahun 2014 Nomor: B/4/III/2014 tentang Kerjasama dalam 
Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Narkoba 
(MoU Kemenkumham dengan Kepolisian). Pasal 2 menyatakan ruang lingkup 
berlaku MoU ini diantaranya, yakni meliputi pengamanan, operasi pencegahan 
dan pemberantasan narkotika di Lapas dan Rutan.  
 Akan tetapi jika kita kaji lebih lanjut, terkait dengan pelaksanaan MoU 
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di 
Lapas dan Rutan, belum terbentuk adanya suatu kesatuan yang sinergi dan saling 
mendukung untuk memutus dan mengungkap jaringan peredaran narkotika di 
Lapas dan Rutan. Dalam teori sitem hukum yang dikemukanan oleh Lawrance M 
Friedman bahwa komponen-komponen dalam system hukum harus saling 
berhubungan secara teratur dan merupakan satu kesatuan.  Apabila kita kaji 
melalui teori tersebut, benar bahwa komponen-komponen dalam sistem hukum 
memiliki struktur, substansi, dan budaya hukum. Dengan demikian, Lapas yang 
bernaung dibawah Kementerian Hukum dan HAM beserta BNN dan Kepolisian 
merupakan komponen struktur hukum dalam sistem hukum yang telah membuat 
komitmen bersama untuk menjalankan MoU dalam melaksanakan kegiatan 
P4GN. Akan tetapi masih belum saling memahami peran dan kewenangan dari 
masing-masing instansi. Sehingga sinergi yang terbentuk dalam upaya 
pencegahan peredaran gelap narkotika di Lapas belum dapat berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. 
“Penyalahgunaan narkoba sama halnya dengan menyakiti masyarakat 
lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian, dan pembunuhan yang sulit 
diberantas atau bahkan dikatakan tidak bias dihapuskan dari muka bumi ini, 
maka apa yang dapat kita lakukan secara realistic hanyalah dengan cara 
bagaimana menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka dari 
penyalahgunaan narkoba serta bagaimana kita melakukan upaya untuk 
mengurangi dampako buruk yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini. 
Dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan 
psikotropika ini perlu dicari upaya yang paling ideal, efektif dan aplikatif, serta 
realistik dengan melibatkan semua potensi baik dari unsur pemerintah, swasta, 
Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat 
umum individu maupun kelompok. Seperti dikatakan oleh Drs. Dindin 
Sudirman, Bc.IP, bahwa:” 
‘’Khusus narapidana narkoba terutama mereka yang mempunyai sifat 
‘’ketergantungan’’ terhadap obat-obatan ada kecendrungan bahwa mereka selalu 
berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan ini dapat terpenuhi, 
karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan (sakau). Menurut 
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pengalaman, cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya 
adalah melalui penyelundupan dalam barang-barang kiriman waktu berkunjung 
atau melakukan kerjasama dengan petugas.’’(2002:04) 
 Oleh karena itu setiap terjadi penyelundupan narkotika dan psikotropika ke 
dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, dengan modus 
operandi yang beraneka ragam, salah satu diantaranya menyelundupkan melalui 
barang bawaan pada saat kunjungan. Hal ini dilakukan oleh pengedar yang tidak 
menutup kemungkinan melibatkan petugas pemasyarakatan, sehingga terjadi 
peredaran gelap narkotika dan psikotropika di dalam Lembaga Pemasyarakatan 
atau Rumah Tahanan Negara.  
 Salah satu peristiwa peredaran narkoba terjadi di dalam lingkungan Lapas X 
pada hari kamis 15 Februari 2018. Kronologi kejadian pada saat itu, petugas 
pengamanan pintu utama (P2U) sedang menjalankan tugas seperti biasanya dan 
sebagaimana mestinya. Kunjungan pada hari itu, di Lapas X terpantau cukup 
ramai. Mulai dari dua orang dalam satu keluarga sampai lebih dari delapan orang 
dalam satu keluarga yang ikut masuk menjenguk keluarganya di dalam Lapas. 
Ramainya pengunjung disertai juga dengan banyaknya jumlah barang bawaan 
yang mereka bawa untuk keluarganya di dalam (warga binaan). Hal tersebut 
tentunya membuat para petugas keamanan bekerja lebih ekstra dan cukup 
kewalahan. Pada saat salah satu keluarga masuk dan membawa banyak barang 
bawaan, petugas seperti biasa melakukan penggeledahan terhadap badan 
maupun barang yang dibawa oleh pengunjung tersebut, dan saat itu ditemukan 
sebuah narkoba jenis shabu sekita 10 gram yang dimasukkan ke dalam botol 
samphoe rejoice oleh pengunjung a/n Fulan, umur 28 tahun. Maka tersangka dan 
barang bukti hasil penggeledahan berupa psikotropika yang diduga jenis shabu-
shabu sebanyak 10 gram, diserahkan ke Polsek Kota Agung, yang 
diserahterimakan oleh pihak Lapas yang diwakilkan oleh petugas inisail AR 
kepada pihak II, Polsek Kota Agung (Administrasi Keamanan dan Ketertiban 
Lapas X).  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu Sumber 
Daya Manusia terpenting dalam menentukan kondisi keamanan di dalam 
Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, petugas Kesatuan Pengamanan Lapas 
memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan fungsi pengamanan di dalam 
Lapas. Terjadinya pelarian, kerusuhan, dan peredaran narkoba merupakan 
kesalahan dalam memanagemen pengamanan dalam sebuah sistem di Lapas. 
Dengan demikian hal tersebut menjadi tugas utama bagi Kesatuan Pengamanan 
Lapas untuk memaksimalkan dan meminimalisir kesalahan sehingga tidak terjadi 
gangguan keamanan dan ketertiban terkhusus peredaran narkotika di dalam 
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Lapas. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga 
Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara pada Pasal 4 huruf (g) bahwa 
‘’setiap Narapidana atau Tahanan dialarang menyimpan, membuat, membawa, 
mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau precursor narkotika 
seta obat-obatan lain yang berbahaya’’.  
Adapun jalur-jalur penyelundupan narkotika ke dalam Lembaga 
Pemasyarakatan adalah sebagai berikut: 
1. Melalui Pengunjung (Keluarga Narapidana/Kerabat) ;  
2. Melalui Oknum Petugas Pemasyarakatan;  
3. Melalui narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar Lembaga 
Pemasyarakatan; 
4. Melalui Warga Binaan Pemasyarakatan yang izin keluar Lembaga 
Pemasyarakatan dengan alasan penting dan Berobat ke Rumah Sakit.  
5. Melalui bahan makanan Napidana  
6. Melalui toko/warung koperasi yang beroperasi di dalam blok dengan cara 
memasukkan barang terlarang ke dalam bungkusan barang di jual seperti, 
mie instant, detergent, rokok, air galon, kopi/teh sachet dan lainnya.  
7. Melalui kunjungan resmi/terjadwal terkait pembinaan narapidana 
(ceramah, pendidikan, angkut sampah, kerja sama dengan pihak ketiga 
dan lainnya) 
8. Melalui kunjungan insidentil/asimilasi (seperti peringatan hari-hari besar, 
peresmian, dan lainnya) 
9. Melalui tembok keliling dengan cara antara lain melemparkan barang dan 
memanfaatkan drone serta melalui binatang.  
Apabila kita perhatikan, ternyata ada banyak sekali cara atau jalur 
penyelundupan narkotika di dalam Lapas. Hal tersebut tentunya harus dianalisis 
dengan baik agar dapat dilakukan pencegahan sehingga dapat menekan ruang 
lingkup terjadinya peredaran dan penyelundupan narkotika di dalam Lapas. 
Seluruh unsur dalam Lapas yang dalam hal ini adalah seluruh petugas 
pemasyarakatan di Lapas, harus selalu memperhatikan dan memperkirakan 
segala kemungkinan yang mungkin dapat terjadi, baik dari faktor kesengajaan 
maupun faktor kelalaian dari petugas. Walaupun semua unsure berperan dalam 
hal pengamanan, Kesatuan Pengamanan Lapas adalah unsur yang paling 
berperan dan paling penting dalam hal tersebut, mulai dari tindakan pencegahan, 
penindakan, sampai pemulihan terhadap suatu insiden yang dalam konteks ini 
terkait dengan adanya peredaran dan penyelundupan narkotika di dalam Lapas.  
Peran Kesatuan Pengamanan Lapas dalam Upaya Pencegahan 
Penyelundupan Narkotika di Lapas adalah sebagai berikut: 
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1. Membentuk Tim Inteligent 
Inteligent adalah unsur yang sangat penting bagi penyelenggaraan 
pengamanan di Lapas. Dimana intelligent sendiri adalah suatu sumber daya 
manusia yang memiliki kemampuan atau skill dalam mencari, mengumpulkan, 
dan menganalisis suatu informasi dengan cara tertentu untuk keperluan dan 
tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini tentunya tujuan yang ingin dicapai 
adalah terciptanya keadaan Lapas yang aman dan kondusif. Keadaan aman dan 
kondusif di dalam Lapas sangatlah penting karena dapat mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sering 
terjadinya penyelundupan narkoba ke dalam Lapas, peredaran narkoba di dalam 
Lapas, kerusuhan dan lain sebagainya salah satu faktor penyebab terjadinya hal-
hal tersebut adalah tidak berjalannya fungsi intelligent dengan baik. Oleh karena 
itu fungsi intelligent sangat penting dan harus dimaksimalkan dengan baik. 
Dalam memaksimalkan fungsi dari intelligent di dalam Lapas, kita membentuk 
sebuah Tim yang khusus untuk menguasai fungsi daripada intelligent itu, terdiri 
dari 4 orang petugas yang dianggap mumpuni dan mampu menyesuaikan diri 
dengan pola dan ritme permainan para oknum warga binaan yang berusaha 
mengedarkan narkoba di dalam Lapas. Tidak jarang para petugas intelligent ini 
berkolaborasi dengan warga binaan lain yang tentunya dapat dipercaya dan 
bekerja sama dengan baik. Sehingga informasi dapat diperoleh dengan cepat dan 
pastinya akurat. Dampaknya, kita bisa melakukan pencegahan dengan antisipasi 
dini terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan 
ketertiban di dalam Lapas berdasarkan informasi yang akurat tersebut.  
2. Melaksanakan koordinasi Internal dan Eksternal 
Koordinasi adalah suatu hal yang terlihat kecil dan sepele tetapi koordinasi 
merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan tugas pengamanan di 
dalam Lapas. Komunikasi yang baik akan cenderung meningkatkan hasil yang 
baik pula dalam mencapai tujuan bersama. Terjadinya miss komunikasi dapat 
berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Oleh 
karena itu, setiap temuan atau kejanggalan-kejanggalan yang dirasa dapat 
mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, selalu dikoordinasikan 
dengan pimpinan bahkan hal sekecil apapun itu harus dikoordinasikan. Terkait 
komunikasi, kita juga selalu berkoordinasi dengan jajaran dari BNN, maupun 
dengan jajaran kepolisian apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di 
dalam Lapas, baik dalam hal temuan terhadap narkotika, maupun tindak 
kriminal. Hal tersebut kita lakukan, karena selain kita tergabung dalam sebuah 
sistem, kita juga tidak dapat bekerja sendiri terlebih dengan kualitas dan kuantitas 
dari sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, harus saling bersinergi dan 
bahu membahu dalam memberantas peredaran narkoba khususnya yang ada di 
dalam Lapas.  
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3. Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan 
Pintu depan atau Pengaman Pintu Utama  (P2U) Lembaga Pemasyarakatan  
merupakan salah satu jalur masuknya narkotika di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan.  Seperti  kita ketahui bersama bahwa sistem keamanan Lembaga 
Pemasyarakatan bisa dikatakan masih  belum dilengkapi  dengan  sarana  dan  
prasarana  yang memadai terlebih perkembangan jaman dan tekhnologi juga 
membuat modus operandi penyelundupan narkotika di Lapas menjadi semakin 
kompleks.  Oleh  karena  itu,  petugas pengamanan harus melakukan 
penggeledahan dengan semaksimal mungkin terhadap pengunjung  Lembaga 
Pemasyarakatan.  Pemeriksaan  terhadap barang bawaan serta  pendataan 
pengunjung  merupakan  salah  satu  bentuk upaya  yang  dilakukan  oleh  
petugas  Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga dapat dikatakan Petugas Pengaman 
Pintu Utama (P2U) merupakan ujung tombak dari sistem pengamanan di 
Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang disampaikan oleh Heru, selaku Kepala 
Kesatuan Pengamanan Lapas pada wawancara Jumat, 7 februai 2020.  
Ada beberapa modus yang dilakukan oleh pelaku untuk menyelundupkan 
narkotika ke dalam Lapas, yaitu sebagai berikut: 
a. Memasukkan narkotika ke dalam makanan terbungkus, minuman 
botol, pakaian, sabun mandi, dan barang kiriman lainnya. 
b. Menyelipkan narkotika ke dalam saku celana, kerah baju, bahkan 
dompet. 
c. Memasukan narkotika ke dalam bingkisan, dan banyak modus-
modus lainnya.  
4. Melakukan Tes Urin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun 
Petugas 
Tes urin merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas. Biasanya kita melaksanakan tes urin 
bagi warga binaan pemasyarakatan yang hendak memperoleh haknya seperti 
bebas bersyarat karena hal itu juga menjadi salah satu syarat hak pembebasan 
bersyarat mereka diberikan. Akan tetapi bersamaan dengan itu bahkan sudah 
terprogram selama 2-3 bulan sekali, petugas pemasyarakatan juga diberikan tes 
urin. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan 
petugas, karena jika petugas sudah terpapar narkoba, akan berdampak lebih 
buruk bagi keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Apalagi jika petugas sendiri 
yang membantu oknum warga binaan dalam penyelundupan narkoba ke dalam 
Lapas.    
5. Meningkatkan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan 
“Perlu diketahui bahwa Pemasyarakatan adalah sebuah kegiatan yang 
dilakukan untuk kepentingan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan 
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bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidanan. Hal tersebut 
secara jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan. Pembinaan kepada narapidana dibagi menjadi dua yaitu, 
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang masing-masing 
diberikan sesuai dengan kebutuhan dari narapidana yang bersangkutan.” Selain 
untuk memperbaiki prilaku dari para narapidana, dan mempersiapkan 
keterampilan mereka ketika nanti kembali ke lingkungan masyarakat agar dapat 
bertahan hidup, pembinaan dimaksudkan untuk memberikan narapidana 
kegiatan selama berada di dalam Lapas, hal tersebut diharapkan akan membuat 
mereka melupakan sejenak masalah yang dihadapinya, melupakan lama masa 
pidananya, atau bahkan perasaan keinginan akan rasa ingin menggunakan 
narkoba, sehingga dapat dijadikan salah satu bentuk rehabilitasi bagi para 
narapidana. Sehingga dengan menekan keinginan akan narkoba tersebut, dapat 
pula menekan dan mencegah terjadinya peredaran dan penyelundupan narkoba 
di lingkungan Lapas X. Oleh karena itu pembinaan kepada warga binaan terus 
ditingkatkan dan terus diusahakan agar dapat diberikan secara merata kepada 
para narapidana di dalam Lapas.  
 
Hambatan-hambatan dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Narkotika  
1. Kondisi Lapas yang Over Crowded 
Secara umum, kita mengetahui bahwa kondisi over crowded  pada Lapas 
bukanlah hal yang baru lagi. Terus meningkatnya tingkat kriminalitas di 
Indonesia berbanding terbalik dengan kapasitas yang dimiliki oleh Lapas maupun 
Rutan yang dalam hal ini sebagai tempat memberikan pelayanan dan pembinaan. 
Jumlah narapidana yang terus bertambah tidak sejalan dengan jumlah Unit 
Pelaksana Teknis yang ada di tiap Provinsi. Salah satunya seperti pada Lapas X 
ini yang berkapasitas mampu menanampung sebanyak 400 orang, akan tetapi 
diisi dengan warga binaan sebanyak kurang lebih 800 orang.  Menyikapi 
persoalan tersebut, permasalahan narkotika seakan semakin sulit untuk 
diselesaikan, sulit sekali memberantas peredaran narkoba apalagi jika sudah 
menjangkau dan menyentuh warga binaan yang berada di dalam Lapas. Lapas 
yang berada dalam kondisi over crowded menjadi pemicu utama terjadinya kasus 
tindak pidana narkotika di kalangan narapidana dan tentunya menjadi pasar 
yang menggiurkan bagi para Bandar-bandar narkoba yang berada di luar Lapas 
maupun di dalam Lapas.   
2. Kurangnya jumlah Petugas Pengamanan 
Keterbatasan dan minimnya Sumber Daya Manusia menyebabkan petugas 
sulit melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan secara maksimal. Bagaimana 
tidak, dengan satu regu jaga yang berjumlah 12 orang dengan 1 komandan jaga di 
dalam regu tersebut dengan perincian 3 orang berada di 3 pos atas, 3 orang 
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berada di pos pengamanan dalam dan 5 orang berada di Pengamanan Pintu 
Utama (P2U) harus mengawasi dan mengontrol narapidana sebanyak lebih dari 
400 orang. Hal tersebut pastinya sudah dapat kita ketahui bersama bahwa akan 
sulit memaksimalkan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap narapidana di 
dalam Lapas. Belum lagi di Pengamanan Pintu Utama (P2U) yang hanya 
berjumlah 5 orang harus mengontrol jalur kunjungan dengan melakukan 
penggeledahan baik badan maupun barang dari pengunjung yang tidak jarang 
jumlah para pengunjung sangat banyak.  
3. Sarana-prasarana yang masih belum memadai 
Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang fungsi pengamanan 
tentunya sangat berpengaruh dalam optimalimalisasi kinerja petugas 
pengamanan. Seperti tidak adanya alat yang dapat mendeteksi keberadaan 
narkoba dan obat-obatan lain yang berbahaya seperti sensor dan mesin X-Ray 
mengakibatkan penggeledahan secara manual masih sangat dibutuhkan. Terlebih 
lagi dijaman modern ini operandi kejahatan khususnya dalam konteks peredaran 
dan penyelundupan narkotika menjadi semakin rumit dan kompleks. Modus 
operandi dengan cara menyelipkan atau memasukkan narkotika ke dalam 
makanan atau minuman, atau mungkin bingkisan cenderung dimungkinkan 
masih bisa tergagalkan oleh para petugas karena dapat dikatakan bahwa modus 
tersebut masih dapat terbaca oleh petugas. Namun bagaimana jika modus 
operandi yang digunakan menggunakan cara yang ekstream. Seperti misalkan 
dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan, dimasukkan ke dalam lubang 
dubur, atau bahkan dengan cara memasukannya ke dalam organ tubuh dengan 
cara operasi. Modus operandi tersebut tentunya sangat sulit untuk diketahui dan  
digagalkan oleh para petugas, mengingat masih kurang memadainya sarana 
prasarana yang ada di Lapas dalam hal menunjang peningkatan keamanan di 
dalam Lapas.    
4. Meledaknya jumlah kunjungan pada event-event tertentu 
Pada event-event tertentu seperti hari-hari besar keagamaan adalah yang 
paling rentan terjadinya penyelundupan narkotika melalui jalur kunjungan. 
Karena disaat itu, dengan kondisi minimnya jumlah petugas pengamanan disertai 
dengan banyaknya jumlah kunjungan mengakibatkan menurunnya fokus 
maupun tenaga dari petugas. Sehingga hal tersebut memberikan peluang dan 
dimanfaatkan oleh para oknum pelaku kejahatan penyelundupan narkoba di 
dalam Lapas. Tidak jarang dengan keterbatasan kemampuan dan kuantitas dari 
petugas, penyelundupan oleh para oknum berhasil dilakukan akan tetapi tidak 
jarang pula hal tersebut tetap mampu digagalkan oleh petugas walaupun dalam 
kondisi penurunan fokus dan stamina dari para petugas pengamanan. Terlebih 
yang mengkhawatirkan apabila terdapat oknum petugas yang memanfaatkan 
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kondisi tersebut untuk ikut bermain dan ikut serta membantu oknum narapidana 
di dalam Lapas untuk menyelundupkan narkoba masuk ke dalam kamar hunian.  
5. Adanya Penyimpangan yang dilakukan Oknum Petugas  
Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya penyelundupan narkoba yang terjadi 
di dalam Lapas, tidak terlepas dari peran oknum petugas. Hal itu tentunya 
merupakan suatu penyimpangan yang menyalahi aturan bahkan mencoreng 
kehormatan dari petugas pemasyarakatan. Karena seharusnya selain sebagai 
petugas pengamanan, petugas pemasyarakatan juga melakukan tugasnya sebagai 
pembina, pembimbing dan penegak hak asasi manusia yang memegang teguh 
integritas.  Apabila petugas melakukan hal yang tidak terpuji tersebut, maka yang 
akan rusak bukan hanya dirinya sendiri, akan tetapi akan berdampak pula pada 
rusaknya sitem dalam instansi Lapas. Oleh karena itu, hal tersebut harus 
diperhatikan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, karena mungkin saja 
tidak semua petugas memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencegah 
terjadinya penyelundupan narkoba dan apabila penyimpangan tersebut terjadi 
maka Kepala Lapas harus mengambil tindakan untuk mengevaluasi 
penyimpangan yang dilakukan oleh oknum petugas berdasarkan laporan yang 




 Dari penelitian yang telah penulis paparkan dapat 
disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas pengamanan Lapas, Peran 
Kesatuan Pengamanan Lapas diwujudkan dengan cara sebagai berikut. 
1. Membentuk Tim Inteligent dalam rangka memperoleh informasi dengan 
cepat dan akurat sehingga dapat dilakukan pencegahan dini terhadap 
gangguan keamanan dan ketertiban khususnya dalam hal peredaran narkoba 
di dalam Lapas. 
2. Melaksanakan koordinasi Internal antar petugas Lapas dan koordinasi 
eksternal antar aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan BNN. 
3. Memaksimalkan Penggeledahan Kunjungan untuk menekan dan mencegah 
masuknya penyelundupan narkotika ke dalam Lapas. 
4. Melakukan Tes Urin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan maupun 
Petugas sebagai upaya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan 
narkotika di lingkungan Lapas.  
5. Meningkatkan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk 
mengisi waktu dan menyibukkan dirinya agar menekan rasa ingin 
mengkonsumsi narkoba dan mempersiapkan keterampilan diri baginya nanti 
di masyarakat.  
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Adapun hambatan-hambatan dalam rangka pencegahan penyelundupan 
narkotika yang dihadapi oleh Kesatuan Pengamanan Lapas adalah sebagai 
berikut. 
1. Kondisi Lapas yang Over Crowded menjadi faktor utama terjadinya 
pelanggaran-pelanggaran aturan dan penyimpangan di dalam Lapas, 
termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba. 
2. Kurangnya jumlah Petugas Pengamanan menyebabkan petugas sulit 
melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan secara maksimal.. 
3. Sarana-prasarana yang masih belum memadai menyebabkan sulitnya 
mendeteksi adanya narkoba yang dibawa oleh pengunjung. Sehingga 
penggeledahan secara manual masih sangat dibutuhkan. 
4. Meledaknya jumlah kunjungan pada event-event tertentu berakibat pada 
meningkatnya kinerja petugas dalam melaksanakan penggeledahan 
terhadap badan maupun barang pengunjung.  
5. Terjadinya peredaran dan penyelundupan narkoba di dalam Lapas, tidak 
dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidak terlepas dari adanya peran yang 
dilakukan oleh Oknum Petugas yang tidak bertanggung jawab dan tidak 
memiliki Integritas. 
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